Indonesian translation Pernyataan Phnom Penh

PERNYATAAN PHNOM PENH

MENGENAI PENGESAHAN DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN (AHRD)

KAMI, Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara (ASEAN), pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di
Phnom Penh, Kamboja;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan pelindungan hak
asasi manusia dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang
tertuang dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan
tata kelola yang baik;

MENEKANKAN KEMBALI komitmen ASEAN dan Negara Anggotanya terhadap
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen internasional hak asasi manusia
lainnya yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak, serta deklarasi
dan instrumen ASEAN yang relevan berkaitan dengan hak asasi manusia;

MENGAKUI pentingnya peran Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi
Manusia (AICHR), sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan
pelindungan hak asasi manusia di ASEAN, yang berkontribusi bagi terbentuknya
Komunitas ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk
pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan
pencapaian kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN;

MENGHARGAI AICHR yang telah menyusun deklarasi komprehensif tentang hak asasi
manusia, melalui konsultasi dengan Badan-badan Sektoral ASEAN dan pemangku
kepentingan terkait lainnya;

MENGAKUI pentingnya kontribusi Badan-badan Sektoral ASEAN dan pemangku
kepentingan terkait lainnya dalam pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di

ASEAN, dan mendorong pelibatan dan dialog yang berkelanjutan dengan AICHR;
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DENGAN INI:
1. MENGESAHKAN Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN;

2. MENEGASKAN komitmen kami terhadap pelaksanaan menyeluruh AHRD
untuk mendorong pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di kawasan;
dan

3. MENEGASKAN LEBIH LANJUT komitmen kami untuk memastikan bahwa
pelaksanaan AHRD sesuai dengan komitmen kami terhadap Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen internasional hak asasi
manusia lainnya yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan
pihak, serta deklarasi dan instrumen ASEAN yang relevan berkaitan dengan
hak asasi manusia.

DIBUAT di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November
Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu naskah asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Ill" i—
Jﬁﬁ}*ﬁ _c

HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan Brunei Darussalam

Untuk Kerajaan Kamboja

JE—

SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN
Perdana Menteri
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Untuk Republik Indonesia

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Presiden

Untuk Rgpﬂupxlik Demokrz}l'lik Rakyat Lao

THONGSING THAMMAVONG
Perdana Menteri

Untuk Malaysia

2
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DATO’ SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK

Perdana Menteri

Untuk Republik Uni Myanmar

f::;rT‘_'_%Ef'

U THEIN SEIN
Presiden
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Untuk Republik Filipina

N

—

BENIGNO S. AQUINO Il
Presiden

Untuk Republik Singapura

LEE HSIEN LOONG
Perdana Menteri

Untuk Kerajaan Thailand

. ik

YINGLUCK SHINAWATRA
Perdana Menteri

Untuk Republik Sosialis Viet Nam

NGUYEN TAN DUNG
Perdana Menteri
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DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN

KAMI, para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut “ASEAN”), yakni Brunei Darussalam,
Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni
Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik
Sosialis Viet Nam, pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 di Phnom
Penh, Kamboja.

MENEGASKAN kepatuhan kami terhadap tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN
sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN, khususnya penghormatan terhadap
pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta prinsip-
prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata pemerintahan yang baik;

MENEGASKAN LEBIH LANJUT komitmen kami terhadap Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi dan Program AKsi
Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang di dalamnya
Negara Anggota ASEAN merupakan pihak;

MENEGASKAN PULA pentingnya upaya-upaya ASEAN dalam memajukan hak asasi
manusia, termasuk Deklarasi bagi Pemajuan Perempuan di Kawasan ASEAN dan
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Kawasan ASEAN;

MEYAKINI bahwa Deklarasi ini akan membantu terbentuknya kerangka kerja sama hak
asasi manusia di kawasan dan berkontribusi terhadap proses pembentukan komunitas
ASEAN;
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DENGAN INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

PRINSIP UMUM

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama.
Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta harus bertindak terhadap satu sama
lain dengan semangat kemanusiaan.

2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang tercantum dalam
Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa,
agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar
belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.

3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan
hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

4. Hak-hak perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja
migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan merupakan bagian dari hak asasi
manusia dan kebebasan dasar yang melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan.

5. Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan,
yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atas perbuatan
yang melanggar hak-hak yang diberikan kepada orang tersebut oleh konstitusi atau
hukum.

6. Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus diimbangi dengan
pelaksanaan kewajiban mengingat setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap
individu lainnya, komunitas, dan masyarakat tempat tinggalnya. Merupakan
kewajiban utama Negara Anggota ASEAN untuk memajukan dan melindungi
seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

7. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling tergantung,
dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi
ini harus diperlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan yang sama dan
dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi
manusia harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat latar
belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang
berbeda-beda.
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8. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus dilaksanakan dengan
memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain. Pelaksanaan
hak asasi manusia dan kebebasan dasar tunduk hanya pada pembatasan yang
ditetapkan oleh hukum dengan tujuan semata-mata untuk memberikan pengakuan
terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan untuk memenubhi
kebutuhan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat,
keselamatan masyarakat, moralitas masyarakat, dan kesejahteraan umum rakyat
dalam masyarakat demokratis.

9. Dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan yang terkandung dalam
Deklarasi ini, prinsip-prinsip ketidakberpihakan, objektivitas, non selektivitas, non-
diskriminasi, non-konfrontasi, serta penghindaran standar ganda dan politisasi harus
senantiasa ditegakkan. Proses pemenuhan tersebut harus mempertimbangkan
partisipasi masyarakat, inklusivitas, dan perlunya akuntabilitas.

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

10.Negara Anggota ASEAN menegaskan semua hak sipil dan politik di dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota ASEAN
menegaskan hak-hak dan kebebasan dasar sebagai berikut.

11.Setiap orang mempunyai hak atas hidup yang melekat pada dirinya yang harus
dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya kecuali
ditentukan lain oleh hukum.

12.Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang
pun dapat ditangkap secara sewenang-wenang, digeledah, ditahan, diculik, atau
dikenai bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.

13.Tidak seorang pun dapat diperhambakan atau diperbudak dalam bentuk apapun,
atau menjadi korban penyelundupan maupun perdagangan manusia, termasuk
untuk tujuan perdagangan organ tubuh manusia.

14.Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

15.Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal
dalam batas-batas setiap Negara. Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan
suatu negara termasuk negaranya sendiri dan untuk kembali ke negaranya.
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16.Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menerima suaka di negara lain
sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian internasional yang berlaku.

17.Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, melepaskan, dan
memberikan harta yang secara sah diperoleh sendiri atau bersama-sama dengan
orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan sewenang-
wenang.

18.Setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam
hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-
wenang atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

19.Keluarga sebagai satuan masyarakat yang alami dan mendasar berhak atas
pelindungan oleh masyarakat dan setiap Negara Anggota ASEAN. Laki-laki dan
perempuan dewasa mempunyai hak untuk menikah sesuai dengan kebebasan dan
pilihannya sendiri, membentuk keluarga, dan bercerai sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku.

20.(1) Setiap orang yang didakwa atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak
bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam
pengadilan yang adil dan terbuka, oleh pengadilan yang kompeten, independen,
dan tidak memihak, yang menjamin hak tersangka untuk membela dirinya.

(2) Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena
perbuatan atau kelalaian apapun yang pada saat dilakukan bukan merupakan tindak
pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional dan tidak seorang pun
boleh dipidana lebih berat daripada yang telah ditetapkan oleh hukum pada saat
tindak pidana tersebut dilakukan.

(3) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk kejahatan yang
telah dipidanakan kepadanya atau dibebaskan sesuai dengan hukum pidana dan
hukum acara pidana masing-masing Negara Anggota ASEAN.

21.Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari campur tangan yang sewenang-
wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, atau yang terkait termasuk data
pribadi, atau untuk menyerang kehormatan dan reputasi orang tersebut. Setiap
orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut.

22.Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan
beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas
dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan.

23.Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi,
termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk
8
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mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau
melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.

24. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul secara damai.

25.(1) Setiap orang yang merupakan warga negara dari negaranya berhak turut serta
dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau tidak langsung melalui
perwakilan yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan hukum nasional.

(2) Setiap warga negara berhak memilih pada pemilihan umum berkala yang jujur
dan adil, yang harus, dengan hak pilih dan hak suara yang universal, setara, dan
rahasia, menjamin pengungkapan kehendak bebas para pemilih, sesuai dengan
hukum nasional.

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

26.Negara Anggota ASEAN menegaskan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota
ASEAN menegaskan sebagai berikut:

27.(1) Setiap orang berhak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk
menikmati kondisi kerja yang adil, layak, dan baik dan untuk memiliki akses
terhadap skema bantuan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.

(2) Setiap orang berhak membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat
pekerja sesuai dengan pilihannya guna melindungi kepentingannya, sesuai dengan
hukum dan peraturan nasional.

(3) Anak atau remaja tidak boleh menjadi korban eksploitasi ekonomi dan sosial.
Mereka yang mempekerjakan anak-anak dan remaja dalam pekerjaan yang
membahayakan moral atau kesehatan, mengancam nyawa, atau dapat
mengganggu perkembangan diri mereka, termasuk pendidikannya, harus dikenai
sanksi hukum. Negara Anggota ASEAN juga wajib menetapkan batas usia pekerja
anak sehingga mempekerjakan buruh anak harus dilarang dan dikenai sanksi
hukum.

28.Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya,
termasuk:

a. hak atas pangan yang layak dan terjangkau, bebas dari kelaparan, dan akses
terhadap pangan yang aman dan bergizi;
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b. hak atas sandang;

hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau;

hak atas perawatan medis dan pelayanan sosial pokok;
hak atas air bersih dan sanitasi yang layak;

hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan terpelihara.

~® 20

29.(1) Setiap orang berhak menikmati kesehatan fisik, mental, dan reproduksi dalam
standar pencapaian tertinggi, pelayanan kesehatan dasar dan terjangkau, serta
memiliki akses terhadap fasilitas medis.

(2) Negara Anggota ASEAN wajib menciptakan lingkungan yang positif untuk
mengatasi stigma, ketidakpedulian, penolakan, dan diskriminasi dalam upaya
pencegahan, perawatan, kepedulian, dan dukungan kepada para penderita
penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.

30.(1) Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial, termasuk asuransi sosial jika
tersedia, yang membantu dirinya untuk menjamin sarana kehidupan yang
bermartabat dan layak.

(2) Pelindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu sebelum dan setelah masa
melahirkan dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan hukum dan peraturan
nasional. Selama masa tersebut, ibu yang bekerja harus diberi cuti dengan
tanggungan atau cuti dengan manfaat jaminan sosial yang memadai.

(3) Ibu dan anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus. Setiap anak, baik yang
lahir di dalam maupun di luar perkawinan, berhak menikmati perlindungan sosial
yang sama.

31.(1) Setiap orang berhak atas pendidikan.

(2) Pendidikan dasar adalah wajib dan disediakan secara cuma-cuma bagi semua
orang. Pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya wajib tersedia dan dapat
diakses oleh semua orang melalui sarana apapun yang memungkinkan. Pendidikan
teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum. Pendidikan tinggi harus dapat
diakses secara merata oleh semua orang atas dasar kualitas diri.

(3) Pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadian
dan kesadaran akan martabatnya. Pendidikan harus memperkuat penghormatan
terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN.
Lebih lanjut, pendidikan harus membuka peluang kepada semua orang untuk
berpartisipasi secara efektif dalam masyarakatnya masing-masing, memajukan
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saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, ras dan
kelompok agama, dan meningkatkan kegiatan ASEAN guna memelihara
perdamaian.

32.Setiap orang berhak, baik secara sendiri maupun bersama-sama, untuk bebas
berperan serta dalam kehidupan budaya, untuk menikmati kesenian dan manfaat
dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta untuk memperoleh
manfaat atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari karya
ilmiah, sastra, atau karya seni ciptaan seseorang.

33.Negara Anggota ASEAN harus mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun
melalui bantuan dan kerja sama regional dan internasional, khususnya kerja sama
ekonomi dan teknis, hingga batas maksimal sumber daya yang ada, dengan tujuan
memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif sebagaimana
diakui dalam Deklarasi ini.

34.Negara Anggota ASEAN dapat menentukan sejauh mana mereka akan menjamin
hak-hak ekonomi dan sosial yang tercantum dalam Deklarasi ini kepada yang bukan
warga negaranya, dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hak asasi
manusia, serta pengelolaan dan sumber daya ekonomi nasional masing-masing.

HAK ATAS PEMBANGUNAN

35.Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari
pandangan bahwa setiap manusia dan masyarakat ASEAN berhak untuk
berpartisipasi, berkontribusi, menikmati, dan mendapatkan manfaat yang sama dan
berkelanjutan dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hak atas
pembangunan harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan
lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang.
Walaupun pembangunan memudahkan dan penting bagi pemenuhan seluruh hak
asasi manusia, keterbatasan pembangunan tidak dapat dijadikan sebagai
pembenaran atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang
diakui secara internasional.

36.Negara anggota ASEAN harus memiliki program pembangunan yang berorientasi
pada masyarakat dan tanggap terhadap gender yang bertujuan untuk
mengentaskan orang dari kemiskinan, untuk menciptakan kondisi-kondisi yang
meliputi pelindungan dan keterpeliharaan lingkungan agar masyarakat ASEAN
dapat menikmati semua hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi ini secara
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setara, serta untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN secara
progresif.

37.Negara Anggota ASEAN mengakui bahwa pelaksanaan hak atas pembangunan
membutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif pada tingkat nasional serta
hubungan ekonomi dan kerja sama internasional yang setara, serta lingkungan
ekonomi internasional yang mendukung. Negara Anggota ASEAN harus
mengarusutamakan aspek multidimensi dari hak atas pembangunan ke dalam
bidang-bidang terkait dari pembentukan komunitas ASEAN dan setelahnya, dan
harus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memajukan
pembangunan yang merata dan berkelanjutan, praktik perdagangan yang adil, dan
kerja sama internasional yang efekitif.

HAK ATAS PERDAMAIAN

38.Setiap orang dan masyarakat ASEAN memiliki hak untuk menikmati perdamaian
dalam kerangka keamanan dan stabilitas, netralitas dan kebebasan ASEAN,
sehingga hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan
sepenuhnya. Untuk tujuan tersebut, Negara Anggota ASEAN harus terus-menerus
memperkuat persahabatan dan kerja sama dalam memajukan perdamaian,
keharmonisan, dan stabilitas di kawasan.

KERJA SAMA DALAM PEMAJUAN DAN PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

39.Negara Anggota ASEAN memiliki kepentingan dan komitmen bersama terhadap
pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang harus
dicapai, antara lain, melalui kerja sama satu sama lain serta melalui
lembaga/organisasi nasional, regional, dan internasional yang relevan, sesuai
dengan Piagam ASEAN.

40.Tidak ada ketentuan dalam Deklarasi ini yang dapat diartikan sebagai suatu hak
bagi negara, kelompok, atau orang untuk melakukan tindakan yang bermaksud
memperlemah tujuan dan prinsip ASEAN, atau melanggar hak dan kebebasan
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dasar apapun yang ditetapkan dalam Deklarasi ini dan instrumen internasional hak
asasi manusia yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak.

Disahkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom
Penh, Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Dua Belas,
dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.
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